








       Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
didapat dari perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di 
Kabupaten Purbalingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2011-2031 adalah perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non 
pertanian di Kecamatan Bojongsari, Kalimanah, dan Purbalingga “belum 
sesuai” dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Purbalingga. Hal tersebut dibuktikan dari 30 responden yang melakukan 
perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terdapat 17 
responden (53%) yang tidak memiliki izin perubahan penggunaan tanah, 
sedangkan 13 responden (43%) telah memiliki izin perubahan penggunaan 
tanah.  
       Selain itu berdasarkan peta rencana pola ruang untuk Desa Penambongan 
di Kecamatan Purbalingga tanahnya dialokasikan bagi kawasan budidaya 
berupa kawasan permukiman dan kawasan peruntukan pertanian, sedangkan 
Desa Jompo di Kecamatan Kalimanah dan Desa Bojongsari di Kecamatan 
Bojongsari tanahnya dialokasikan untuk kawasan budidaya perkebunan, dan 
kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan demikian tidak dapat 








Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran 
antara lain: 
1. Kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten 
Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai izin 
perubahan penggunaan tanah, yang dituangkan dalam bahasa sederhana 
sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu memberi sanksi kepada 
masyarakat yang melakukan perubahan tanah pertanian tanpa izin 
perubahan penggunaan tanah (IPPT). Pemberian sanksi dari yang teringan 
sampai dengan yang terberat yaitu pencabutan izin dan pembongkaran 
bangunan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran izin perubahan 
penggunaan tanah pertanian, sehingga diharapkan tujuan penataan ruang 
daerah Kabupaten Purbalingga dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menerbitkan rencana rinci 
tata ruang yang di dalamnya mengatur detail lokasi dan luas lahan pertanian 
pangan berkelanjutan (peraturan zonasi). Adanya rencana rinci tata ruang 
diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui 
peruntukan tanah, persyaratan peruntukan dan pengendalian pemanfaatan 
tanah khususnya tanah pertanian. 
3. Kepada masyarakat yang hendak merubah status tanah pertanian untuk 
segera mengurus izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non 






masyarakat yang belum tahu informasi tentang izin perubahan penggunaan 
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